PAGE  

[image: image1.png]



PERATURAN DAERAH KABUPATEN  SLEMAN
NOMOR  3  TAHUN 2002.

TENTANG 

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH        

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  Pembentukan  Daerah Kabupaten dalam Lingkungan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;                       

2. Undang-undang  Nomor  12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor  12  Tahun  1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3569);

3. Undang-undang   Nomor  18  Tahun  1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor  41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; 

4. Undang–undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

5. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

6. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor  118,  Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 3693);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang  Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan  jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  2  Tahun 1996;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  900-099 Tahun  1980  tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  970-893  Tahun 1981  tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570–360 Tahun 1981 tentang program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  903-269 Tahun 1986  tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;  

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987  tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Daerah Tingkat II  kepada Pemerintah Desa jo Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1993;  

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056  Tahun 1988      tentang Perubahan dan Penyempurnaan  Pos  2.2.2.  Kepala Daerah  menjadi Pos  2.2.2.  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 23 Tahun 1988 tentang  Cara Pengadaan Barang dan Jasa di  Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan  Pemerintah Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1  Tahun  2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran  2001;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3  Tahun  2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran  2001.

Dengan persetujuan  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  2001.

Pasal 1

Penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut:

a. Perhitungan anggaran pendapatan…...Rp308.531.584.637,09.

b. Perhitungan anggaran belanja:

1. Rutin sebesar……………Rp255.059.197.382,72.

2.
Pembangunan sebesar…Rp 38.170.723.152,50.                                                                                                                                                                                                    

          ……………………………………………Rp293.229.920.535,22.                                    
c. 
Sisa perhitungan anggaran:

Pendapatan dan belanja daerah berlebih ………………………
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…………………………………………..Rp   15.301.664.101,87.                                                                                                                                                                                    

Pasal  2

Penerimaan dan pengeluaran perhitungan urusan kas dan perhitungan Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut:

Perhitungan urusan kas dan perhitungan:     

a. Pendapatan sebesar  …. . . . . . . . . .. Rp   24.696.056.604,00.

b. Belanja: 

1. Rutin sebesar………….
Rp20.176.444.626,00.

2. Pembangunan sebesar..
Rp            -                .              

           …………………………………………..Rp  20.176.444.626,00.

c. Sisa perhitungan urusan kas dan perhitungan sejumlah ………….  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …Rp     4.519.611.978,00.        
Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah/urusan kas dan perhitungan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dijabarkan sebagai berikut:

a. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diringkas dalam lampiran I,

b. Perhitungan Anggaran Pendapatan diuraikan dalam lampiran II,

c. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin diuraikan dalam lampiran III,

d. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan diuraikan dalam lampiran IV,

e. Daftar jumlah-jumlah yang dibukukan dalam ayat penerimaan lain-lain diuraikan dalam lampiran V,

f. Pengeluaran-pengeluaran yang memberatkan Pos 2.15.1 Pengeluaran Tak Tersangka diuraikan dalam lampiran VI,

g. Daftar hasil pengadaan barang dari 1 Januari s/d 31 Desember 2001 diuraikan dalam lampiran VII,

h. Realisasi dana proyek pembangunan dan revitalisasi SD dan MI diuraikan dalam lampiran VIII,

i. Daftar adanya dana dan cadangan daerah diuraikan dalam lampiran IX,

j. Daftar adanya hutang yang diadakan secara anuitet diuraikan dalam lampiran X,

k. Daftar adanya pinjaman yang dijamin oleh daerah diuraikan dalam lampiran XI,

l. Daftar realisasi penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah dan pembayaran kembali diuraikan dalam lampiran XII,

m. Daftar proyek-proyek tahun jamak (Multi Year) diuraikan dalam lampiran XIII,

n. Daftar hutang-hutang/kewajiban yang belum dibayar sampai penutupan tahun anggaran dan belum kedaluwarsa diuraikan dalam lampiran XIV,

o. Daftar Perhitungan proyek penerangan jalan diuraikan dalam lampiran XV,

p. Daftar mengenai pajak-pajak dari yang berupa pungutan opsen atas pajak negara diuraikan dalam lampiran XVI,

q. Daftar jenis pajak negara/daerah yang dipungut opsen diuraikan dalam lampiran XVII,

r. Daftar mengenai plombir/pening, leges, dan tanda-tanda yang serupa itu diuraikan dalam lampiran XVIII,

s. Daftar jumlah mengenai penagihan tahun anggaran yang telah lalu, lain dari pajak-pajak yang telah dibayar, dibebaskan atau dihapuskan dan juga penagihan yang pada akhir tahun anggaran belum dibayar diuraikan dalam lampiran XIX,

t. Data jumlah pegawai bulan Desember 2000 diuraikan dalam lampiran XX.

Pasal 4

Penjabaran dari perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2001 diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal   5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  Sleman .

Ditetapkan di  Sleman.

Pada tanggal 23 Maret 2002    

a.n. BUPATI SLEMAN

     WAKIL BUPATI,

            Cap/ttd

           ZAELANI 

Dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor
:
3/K.DPRD/2002.

Tanggal
:
23 Maret 2002.

Tentang

:
Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 25 Maret 2002.

    SEKRETARIS DAERAH 

    KABUPATEN SLEMAN,

                Cap/ttd

              SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2002 NOMOR 2 SERI A.


� EMBED PBrush  ���
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